PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 1993
TENTANG

KELASBARANG ATAU JASA BAGI PENDAFTARAN MEREK

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
bahwa dalam rangka pel aksanaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992
tentang Merek, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah

tentang kelas barang atau jasa yang dapat dimintakan pendaftaran merek;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3490);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
KELAS BARANG ATAU JASA BAGI PENDAFTARAN MEREK.

Pasal 1

Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang

Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek adalah seperti terlampir pada

Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku padatanggal 1 April 1993.

Agar...
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
padatangga 31 Maret 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
padatangga 31 Maret 1993
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 31
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum

dan Perundang-undangan

ttd.



Bambang Kesowo, S.H., LL.M.
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJEL ASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1993
TENTANG

KELASBARANG ATAU JASA BAGI PENDAFTARAN MEREK

UMUM

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek menetapkan bahwa suatu barang
atau jasa dapat dimintakan pendaftaran mereknya sesuai dengan kelas yang ditentukan
dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut kelas barang atau jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang tersebut.

Dalam satu kelas terdapat satu atau lebih jenis barang atau jasa. Pada prinsipnya, suatu
permintaan pendaftaran bagi suatu barang atau jasa tertentu hanya dapat digjukan untuk
satu kelas barang atau jasa. Tetapi dalam hal dibutuhkan pendaftaran untuk lebih dari satu
kelas, maka terhadap setiap kelas yang diinginkan harus digjukan permintaan secara
terpisah.

Disamping itu, dalam setiap permintaan pendaftaran merek harus disebutkan jenis atau
jenis-jenis barang atau jasa yang diinginkan dalam kelas yang bersangkutan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3523



